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Abstract 

Street kids is one among many social issues in Indonesia. Central government already issued Act Number 
23 Year 2002 concerning Child Protection, so it needs to be known about the real condition 
implementation in the field by local government which is Malang City Government. One of Malang City 
program is Child Friendly City. Implementation of the child protection act expected to give contribution to 
Malang City program’s achievement. The purposes of this research are to knowing the implementation of 
child protection act in Malang City by Department of Social Affairs Malang City Government, and knowing 
the supporting factors and problems that the Department are facing. 

Type of research method used in this research is descriptive qualitative research. Research data obtained 
from documentation and unstructured interview with the Department of Social Affairs Malang City 
Government. Interviews were conducted with the Head of Department and staffs under that selected with 
purposive sampling based on the subject who understand the issues. Checking the validity of data was 
using peer debriefingandtriangulation.  Analysis data method was using Miles and Huberman qualitative 
model analysis.    

Result from the research shows that the child protection act already implemented in street kids 
countermeasures through the Mayor of Malang Regulation Number 55 Year 2012 and Malang Regional 
Regulation Number 10 Year 2013 concerning street kids, homeless people, and beggar countermeasures. 
Supporting factors of the act implementation are (1) Mayor of Malang Regulation Number 55 Year 2012, 
Local Regulation of Malang City Number 10 Year 2013, (2) Asset that owned by the Department of Social 
Affairs Malang City Government; Meanwhile the problems that the Department is facing are (1) limited 
human resources, (2) budgets, (3) and factors that came from street kids themselves. 

 
Keywords: Child Protection Act, Street Kids, Policy 

 
 

Intisari 
Anak-anak jalanan adalah salah satu di antara banyak masalah sosial di Indonesia. pemerintah pusat 
sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga perlu 
diketahui tentang pelaksanaan kondisi riil di lapangan oleh pemerintah daerah yang merupakan 
Pemerintah Kota Malang. Salah satu program Kota Malang adalah Ramah Anak Kota. Pelaksanaan 
tindakan perlindungan anak diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pencapaian Program Kota 
Malang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tindakan perlindungan anak di 
Kota Malang oleh Pemerintah Departemen Sosial Kota Malang, dan mengetahui faktor pendukung dan 
masalah yang Departemen hadapi. 

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data 
penelitian diperoleh dari wawancara dan dokumentasi terstruktur dengan Departemen Pemerintah Kota 
Sosial Malang. Wawancara dilakukan dengan Kepala Dinas dan staf di bawah yang dipilih dengan 

mailto:tam_3821@yahoo.co.id
mailto:rescue_fire87@yahoo.com
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purposive sampling berdasarkan subyek yang memahami masalah. Memeriksa validitas data adalah 
menggunakan peer debriefingandtriangulation. Metode analisis data menggunakan Miles dan Huberman 
analisis model kualitatif. 

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tindakan perlindungan anak sudah dilaksanakan di anak jalanan 
penanggulangan melalui Walikota Peraturan Malang Nomor 55 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah 
Malang Nomor 10 Tahun 2013 tentang anak-anak jalanan, gelandangan, dan penanggulangan pengemis. 
faktor pendukung dari pelaksanaan tindakan adalah (1) Walikota Malang Nomor 55 Tahun 2012, 
Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2013, (2) Aset yang dimiliki oleh Departemen Sosial 
Pemerintah Kota Malang; Sementara itu masalah bahwa Departemen menghadap adalah (1) terbatas 
sumber daya manusia, (2) anggaran, (3) dan faktor-faktor yang berasal dari anak jalanan itu sendiri. 

 

Kata kunci: UU Perlindungan Anak, Anak Jalanan, Kebijakan. 
 
 

PENDAHULUAN 

Anak jalanan merupakan satu diantara 

masalah sosial di Indonesia. Anak jalanan 

memunculkan masalah bagi pihak keluarga 

dan pihak lain di luar keluarga. Perhatian 

terhadap anak jalanan diduga belum 

terimplementasi sekaligus belum 

mendapatkan solusi. Di sisi lain, anak jalanan 

sebenarnya juga memiliki kebutuhan-

kebutuhan yang sama sebagaimana anak-

anak pada umumnya. Pada awalnya, 

munculnya anak jalanan ini dikaitkan dengan 

pemberian tanggung jawab dari orang tua 

kepada anak agar dapat membantu orang tua 

di luar rumah dengan harapan mengurangi 

beban orang tua.  

Fenomena anak jalanan ini sebenarnya 

telah diantisipasi oleh pemerintah pusat 

dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang 

terdiri dari 14 Bab dan 93 pasal. Secara 

umum undang-undang tersebut mengatur 

tentang Hak-dan Kewajiban Anak, 

Pengasuhan Anak dan Pengangkatan Anak, 

Peran Masyarakat dan Komisi Perlindungan 

Anak, beserta ketentuan pidananya. Terkait 

dengan implementasi Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 oleh pemerintah daerah, maka 

penelitian ini penting dilakukan, mengingat 

perlu diketahui tentang kondisi nyata 

perlindungan anak di lapangan khususnya 

oleh pemerintah daerah.  

Di sisi lain, anak adalah aset utama 

dalam kehidupan kebangsaan sekaligus 

generasi penerus di masa yang akan datang. 

Oleh sebab itu anak  berhak mendapat 

perlindungan dan bimbingan. Anak  juga 

berhak mendapat perlindungan sehingga 

dapat hidup aman, damai dan tentram di 

keluarga, sekolah dan dalam masyarakat. 

Keberadaan  anak jalanan memunculkan 

anggapan bahwa negara mengabaikan 

mereka.  

Pemerintah daerah yang diteliti 

sehubungan dengan implementasi Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak adalah Pemerintah Kota 

Malang. Pemerintah Kota Malang sendiri telah 
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mencanangkan Kota Malang sebagai Kota 

Layak Anak. Kota Layak Anak (KLA) 

merupakan upaya pemerintah kabupaten/kota 

untuk mempercepat implementasi Konvensi 

Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke 

dalam definisi, strategi, dan intervensi 

pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan 

program yang layak anak.  

Pemerintah Kota Malang juga telah 

menerbitkan Peraturan Walikota Malang 

Nomor 55 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas 

Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial. 

Dinas Sosial inilah yang merupakan ujung 

tombak Pemerintah Daerah Kota Malang 

dalam mengimplementasikan Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002. Di 

samping itu, guna lebih mengoperasionalkan 

implementasi Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Pemerintah 

Kota Malang juga menerbitkan Peraturan 

Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2013 

tentang Penanganan Anak Jalanan, 

Gelandangan dan Pengemis. Selain itu juga 

mengungkap faktor pendukung dan kendala 

yang dihadapi Dinas Sosial Pemerintah Kota 

Malang dalam penanganan anak jalanan di 

Kota Malang.  

 

METODE PENELITIAN 

 Jenis penelitian yang digunakan di 

dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu 

prosedur pemecahan masalah yang diperoleh 

dari pengamatan kepustakaan dan 

pengamatan di lapangan. Dalam penelitian ini 

data diperoleh dari dokumentasi dan hasil 

wawancara.  

Data penelitian diperoleh dari informan 

atau nara sumber. Dalam penelitian ini 

informan berasal dari Dinas Sosial Pemerintah 

Kota Malang. Fokus dalam penelitian ini 

adalah implementasi Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 

oleh Dinas Sosial Kota Malang dengan 

landasan yuridis yang meliputi Peraturan 

Walikota Malang Nomor 55 Tahun 2012 

tentang Uraian Tupoksi Dinas Sosial 

Pemerintah Kota Malang, Peraturan Daerah 

Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penanganan 

Anak Jalanan, gelandangan dan pengemis di 

Kota Malang, Kinerja Dinas Sosial Pemerintah 

Kota Malang dalam penanganan anak 

jalanan, serta faktor pendukung dan kendala 

yang dihadapi Dinas Sosial Pemerintah Kota 

Malang dalam penanganan anak jalanan di 

Kota Malang. 

Lokasi penelitian ditentukan secara 

purposive (sengaja) yaitu pada Dinas Sosial 

Pemerintah Kota Malang.  Sumber data dalam 

penelitian diperoleh melalui informan yang 

dipilih secara purposive sampling dengan 

berbasis pada subjek yang menguasai 

permasalahan, memiliki data dan bersedia 

memberikan data. Sumber data lainnya 

adalah dokumen yang ada pada Dinas Sosial 

Pemerintah Kota Malang. Pengecekan 
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validitas data menggunakan peer debriefing, 

dan trianggulasi. Teknik analisis data 

menggunakan analisis kualitatif model Miles 

and Huberman.  

 

HASIL PENELITIAN 

Hasil penelitian meliputi dua hal yakni 

(1) Implementasi Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 oleh Dinas 

Sosial Pemerintah Kota Malang dalam 

penanganan anak jalanan di Kota Malang, 

dan (2) Faktor pendukung dan kendala yang 

dihadapi Dinas Sosial Pemerintah Kota 

Malang dalam penanganan anak jalanan di 

Kota Malang. Implementasi Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 

oleh Dinas Sosial Pemerintah Kota Malang 

dalam penanganan anak jalanan di Kota 

Malang diwujudkan dalam bentuk penerbitan 

Peraturan Walikota Malang Nomor 55 Tahun 

2012. Peraturan tersebut  berisi tentang 

uraian, tugas pokok, fungsi dan tata kerja 

Dinas Sosial Kota Malang. Selain itu, terdapat 

juga Perda Kota Malang Nomor 10 Tahun 

2013yang berisi tentang mengatasi anak 

jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota 

Malang.   

Faktor pendukung Dinas Sosial 

Pemerintah Kota Malang dalam penanganan 

anak jalanan di Kota Malang adalah: (1)  

Payung hukum yang berupa Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, 

Peraturan Walikota Malang Nomor 55 Tahun 

2012, dan  Perda Kota Malang Nomor 10 

Tahun 2013; (2) Sumber Daya Manusia yang 

terdiri dari 51 orang PNS dan 1 orang non-

PNS, (3) Anggaran, gedung kantor pelayanan 

publik dan standar pelayanan publik,  

Kendala yang dihadapi Dinas Sosial 

Pemerintah Kota Malang adalah berupa 

adalah keterbatasan sumberdaya manusia 

khususnya tenaga sosial lapangan, 

keterbatasan anggaran dan faktor dari anak 

jalanan sendiri yakni ketidakpahaman anak 

jalanan tentang  program yang direncanakan 

dan dijalankan oleh pemerintah di samping 

sikap atau mindset anak jalanan yang hidup 

bebas dan tidak mau terikat serta keinginan 

anak jalanan yang selalu berubah-ubah.  

 

PEMBAHASAN 

Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 

2002 adalah undang-undang yang mengatur 

tentang perlindungan anak. Undang-undang 

tersebut terdiri atas 14 Bab dan 93 pasal. 

Secara umum undang-undang tersebut 

mengatur tentang hak dan kewajiban anak, 

pengasuhan anak dan pengangkatan anak, 

peran masyarakat  dan komisi perlindungan 

anak, serta ketentuan pidana yang berlaku. 

Perwujudan undang-undang tersebut dalam 

tataran implementasi adalah terbitnya 

Peraturan Walikota Kota Malang Nomor 55 

Tahun 2012 yang mengatur keberadaan 

Dinas Sosial Pemerintah Kota Malang 
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termasuk kewajiban pembinaan anak 

terlantar.  

Sedangkan Perda Kota Malang Tahun 

Nomor 10 Tahun 2013 yang terdiri dari 7 Bab 

dan 18 Pasal berisi tentang tindakan 

mengatasi anak jalanan, gelandangan, dan 

pengemis di kota Malang.  Berdasarkan 

ketentuan yang ada pada perda ini 

pemerintah daerah diwajibkan untuk secara 

aktif melakukan tindakan preventif terhadap 

anak jalanan. Tindakan preventif yang 

dilakukan meliputi: (1) Penyuluhan dan 

bimbingan sosial, (2) Pembinaan sosial, (3) 

Bantuan sosial, (4) Perluasan kesempatan 

kerja, (5) Pemukiman lokal, (6) Peningkatan 

derajat sosial, dan (7) Peningkatan 

pendidikan.    

Tindakan penting yang dilakukan Dinas 

Sosial Pemerintah Kota Malang adalah 

peningkatan pengetahuan dan keterampilan 

kerja anak jalanan melalui kerjasama dengan 

lembaga–lembaga diklat dalam bentuk 

program pemberdayaan. Melalui program 

pemberdayaan peserta diklat tidak hanya 

dididik dan dilatih tentang pengetahuan dan 

keterampilan vokasional tertentu saja tetapi 

secara terintegrasi juga dididik tentang 

kecakapan hidup secara menyeluruh. Dengan 

demikian, diperlukan kerjasama Dinas Sosial 

Pemerintah Kota Malang dengan berbagai 

institusi dan industri yang ada untuk mencapai 

link and match.  

Terkait implementasi kebijakan anak 

jalanan,  tidak semuanya dapat berjalan 

sesuai dengan peraturan yang telah disusun 

dan sistem organisasi yang telah dibentuk.  

Dalam tahap operasional pembinaan anak 

jalanan di kota Malang seringkali menghadapi 

berbagai persoalan dalam 

mengiplementasikan kebijakan tersebut.  Hal 

ini tidak berarti implementasi Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 mengalami kegagalan, 

namun belum optimal. Ketidakoptimalan 

tersebut disebabkan oleh faktor dari Dinas 

Sosial Pemerintah Kota Malang yang dikenal 

dengan Implementation gap yang berupa 

tahap perencanaan kebijakan masih lebih 

dominan dibandingkan dengan tahap 

implementasi kebijakan.  

Di samping itu, Bidang PMKS 

(Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) 

sebagai bagian dari kinerja Dinas Sosial 

Pemerintah Kota Malang masih memiliki 

lingkup kerja yang belum fokus ke anjak 

jalanan, sebab juga menangani berbagai 

masalah sosial lainnya seperti tuna 

wisma/gelandangan, pengemis, orang 

terlantar dan pekerja seks komersial (PSK). 

Dengan demikian, lingkup kerja bidang PMKS 

ini masih terlalu luas. Kendala lain yang 

dihadapi dalam mencapai produktivitas kerja 

yang maksimal, yaitu jumlah sumber daya 

manusia yang menguasai tentang persoalan 

yang ada di masyarakat sangat kurang. 

Masalah-masalah tersebut belum ditangani 
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oleh SDM (sumber daya manusia) yang 

spesifik.   

Faktor lainnya yang menyebabkan 

implementasi Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 belum optimal adalah faktor yang 

berasal dari anak jalanan sendiri. Persepsi 

dari anak jalanan bahwa berhubungan dengan 

pihak pemerintah daerah akan menyebabkan 

hilangnya kebebasan diri mereka masih kuat 

pada anak jalanan. Terdapat kecenderungan 

tidak mau diatur oleh pihak lain, walaupun hal 

itu sebenarnya ditujukan untuk hasil positif 

bagi anak jalanan sendiri. Mobilitas anak 

jalanan yang tinggi, menyebabkan layanan 

yang diberikan Dinas Sosial Pemerintah Kota 

Malang kurang mencapai sasaran karena 

pihak personel sasaran sering berubah-ubah 

(bukan orang yang sama). Faktor lainnya 

adalah mental anak jalanan yang tidak 

sepenuhnya mau menerima pembinaan. Hal 

ini sejalan dengan teori pilihan rasional yang 

dikemukakan oleh Melborg Hand yang 

berpendapat bahwa perilaku dari tindakan 

seseorang adalah didasarkan pada pilihan 

untung rugi bagi dirinya. 

Faktor yang sangat perpengaruh 

terhadap munculnya anak jalanan adalah 

masalah kemiskinan atau ekonomi di samping 

masalah keluarga yang lain seperti perceraian 

orang tua. Kondisi keluarga anak jalanan, 

yang dapat digolongkan dalam keadaan hidup 

“miskin”, membuat dan memaksa anak 

jalanan untuk tetap“survive” dengan hidup di 

jalanan. Melihat uraian di atas, dapat 

dikatakan bahwa keberadaan mereka di 

jalanan adalah bukan kehendak mereka. 

Keadaan yang membuat mereka terjun ke 

jalanan serta faktor lingkungan diluar anak 

jalanan termasuk keluarga dominan 

mendorong seorang anak menjadi anak 

jalanan.  

Dalam penanganan anak jalanan di 

Kota Malang, Dinas Sosial Pemerintah Kota 

Malang bekerja sama dengan masyarakat 

melalui rumah singgah dan panti asuhan atau 

lembaga swadaya masyarakat (LSM). 

Layanan yang diberikan oleh Bidang PMKS 

Dinas Sosial Pemerintah Kota Malang kepada 

anak jalanan berupa pembinaan mental, 

pelatihan keterampilan, dan bantuan modal 

usaha.   

Masalah anak jalanan juga tidak lepas 

dari sikap dan persepsi masyarakat. 

Masyarakat cenderung melihat masalah anak 

jalanan sebagai pengganggu dan cenderung 

mengabaikan faktor-faktor yang 

menyebabkannya. Fenomena lain yang terjadi 

adalah terdapat kecenderungan peningkatan 

jumlah anak jalanan dari waktu ke waktu. Data 

Dinas Sosial Pemerintah Kota Malang 

menyebutkan pada 2009 terdapat 108 anak 

jalanan, 2010 meningkat menjadi 127 anak, 

2011 meningkat lagi menjadi 487 anak 

jalanan, dan tahun 2012 menjadi 524 anak 

jalanan. Peningkatan ini tidak lepas dari 

permasalahan kehidupan yang semakin 
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kompleks, peningkatan angka kemiskinan, 

yang keseluruhan tidak lepas dari peningkatan 

jumlah penduduk.  

Peran LSM sangat besar pada 

penanganan terhadap anak jalanan, karena 

dalam kenyataannya LSM adalah pihak yang 

mempunyai hubungan langsung dengan anak-

anak jalanan bukan Dinas Sosial. 

Permasalahan anak jalanan menjadi semakin 

kompleks dengan keterlibatan Satpol PP, 

yang cenderung represif. Namun, tanpa 

Satpol PP pun anak jalanan pun juga akan 

sulit dikendalikan. Hal ini membuat hubungan 

antara aparat dan anak jalanan menjadi 

kurang baik. Oleh karena itu, pemerintah 

daerah dalam hal ini Dinas Sosial Pemerintah 

Kota Malang bersama dengan SKP lain 

seperti Satpol PP, Dinas Pendidikan, Bagian 

Hukum dan SKPD lain harus mempunyai 

hubungan, koordinasi dan komunikasi dengan 

LSM, sehingga LSM bisa menjadi fasilitator 

penghubung antara pemerintah dengan anak 

jalanan.  

 

KESIMPULAN 

1. Undang-undang No 23 Tahun 2002 di Kota 

Malang diimplementasikan ke dalam 

Peraturan Walikota Malang Nomor 55 

Tahun 2012 yang berisi tentang Tugas 

Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial 

Pemerintah Kota Malang, serta Peraturan 

Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang 

Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan 

dan Pengemis di Kota Malang. Kedua 

peraturan daerah tersebut menjadi payung 

hukum Dinas Sosial Pemerintah Kota 

Malang dalam penanganan anak jalanan.  

2. Faktor pendukung Dinas Sosial 

Pemerintah Kota Malang dalam 

penanganan anak jalanan di Kota Malang 

adalah: (1)  Payung hukum yang berupa 

Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 23 Tahun 2002, Peraturan Walikota 

Malang Nomor 55 Tahun 2012, dan  Perda 

Kota Malang Nomor 10 Tahun 2013; (2) 

Sumber Daya Manusia, Anggaran Rutin, 

dan Sarana Prasarana Publik, (3) SKPD 

lain yang terkait, Lembaga Swadaya 

Masyarakat, dan Panti Asuhan/Rumah 

Singgah tempat pendidikan luar sekolah 

bagi anak jalanan. 

Kendala yang dihadapi Dinas Sosial 

Pemerintah Kota Malang berasal dari dua 

sisi yakni sisi internal dan eksternal. Sisi 

internal berasal dari internal Pemerintah 

Kota Malang sendiri yang berupa: (1) 

keterbatasan sumberdaya manusia 

khususnya tenaga sosial lapangan, (2) 

keterbatasan anggaran, (3) perencanaan 

kebijakan yang lebih dominan 

dibandingkan implementasi kebijakan, (4) 

SKPD lain terkait yang lebih menggunakan 

pendekatan represif, dan (5) belum 

terjalinnya hubungan langsung Dinas 

Sosial dengan anak jalanan kecuali melalui 

fasilitasi LSM. Sedangkan sisi eksternal 
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adalah faktor yang berasal dari anak 

jalanan yakni : (1) ketidakpahaman anak 

jalanan tentang  program yang 

direncanakan dan dijalankan oleh 

pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial 

Pemerintah Kota Malang,  (2) sikap atau 

mindset anak jalanan yang ingin hidup 

bebas tidak mau terikat, (3) mental 

kesediaan mengikuti pembinaan yang tidak 

konsisten serta keinginan anak jalanan 

yang selalu berubah-ubah.  

 

SARAN 

1. Perlu penelitian lebih lanjut tentang peran 

dan program kerja Dinas Sosial 

Pemerintah Kota Malang dan SKPD lain 

dalam pencegahan pertumbuhan kuantitas 

anak jalanan. 

2. Perlu penelitian lebih lanjut tentang 

kerjasama Dinas Sosial dengan perguruan 

tinggi dan atau masyarakat dalam 

penanganan anak jalanan. 

3. Perlu penelitian lebih lanjut tentang 

persepsi dan mentalitas anak jalanan 

dalam menghadapi pembinaan oleh Dinas 

Sosial dan SKPD lain Pemerintah Kota 

Malang.  
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